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    BAB V 

   ANALISIS HASIL PEMBAHASAN 

 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan 

Program (K3) kebersihan, keindahan dan ketertiban di Kelurahan Penfui, peneliti 

menggunakan asas-asas pelayanan dalam mengukur kepuasan masyarakat 

menurut Kepuasan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004. Terdapat 6 asas dalam 

mengukur kepuasan masyarakat, namun dalam penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan 3 asas, antara lain: Partisipatif, Kesamaan Hak dan Keseimbangan 

Hak dan Kewajiban. Selain itu peneliti juga meneliti apa yang menjadi faktor 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program 

(K3) di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa. 

A. Asas-asas pelayanan dalam mengukur kepuasan masyarakat 

1. Asas Partisipatif 

Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional 

untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama 

mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang 

bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut, 

Winardi (2005:79). Selain itu Santoso Sastroputra (2008:40) menyatakan bahwa 

“partisipasi adalah keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan 

tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. 

Menurut Sumaryadi (2010), Partisipasi adalah peran serta seseorang atau 

kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan 

maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, 

keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -

hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan suatu hak yang 

dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam 

tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, 
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pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya 

sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan 

yang berkesinambungan, Menurut Dewi, Fandeli dan Baiquni (2013). 

Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses  pengambilan keputusan, pelaksanaan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Asas partisipatif merupakan salah satu asas yang penting selain sebagai sebuah 

upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, selain itu juga 

untuk meningkatkan kualitas keputusan serta penerimaan masyarakat terhadap 

keputusan pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi merupakan kerjasama antara rakyat 

dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan 

mengembangkan hasil pembangunan. Partisipasi adalah proses komunikasi dua 

arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat 

secara penuh atas suatu proses kegiatan. Partisipasi berarti peran serta seseorang 

atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk 

pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa 

pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan 

dan menikmati hasil-hasil pembangunan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rachel Kotten, warga RT 011, RW 

001 mengatakan bahwa: 

„„Pemerintah Kelurahan mendorong semua masyarakat untuk berpartisipasi 

aktif dalam menciptakan lingkungan kelurahan yang bersih, indah dan tertib. 

Pembersihan dilakukan setiap hari Jumat pagi. Partisipasi pihak kelurahan 

dalam menjalankan Program K3 ini dengan menyuruh masyarakat agar 

membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon atau membuat pekarangan 

rumah serta selalu menjaga lingkungan tempat tinggal agar tetap aman. 

Pemerintah Kelurahan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-membuat-keputusan.html
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menjalankan Program K3 tersebut sangat baik, namun masih saja ada 

masyarakat yang bandel yang tidak mau mengambil bagian dalam pembersihan 

lingkungan.‟‟ (Wawancara, Kamis 27 Mei 2021) 

Hal senada di sampaikan oleh petugas Kelurahan KASIE Pem & Trantip, Bpk 

Ayub Tanesib yang diwawancarai pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, beliau 

mengatakan bahwa: 

„„Pihak kelurahan selalu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam menjaga lingkungan Kelurahan, bahkan para petugas kelurahan pun 

juga perpartisipasi aktif dalam program K3 ini, namun masih ada masyarakat 

kelurahan penfui yang tidak mau mengambil bagian dalam kerja bakti bersama.‟‟ 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa partisipasi pihak 

kelurahan dalam pelaksanaan Program K3 tersebut sudah sangat baik, namun 

masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya bekerja sama dan 

menjaga lingkungan. 

Selanjutnya wawancara dengan Bpk Lazarus selaku warga RT 005 RW 002, 

mengatakan bahwa: 

„„Partisipasi masyarakat sangat menentukan Program K3 ini berjalan dengan 

baik atau tidak. Namun partisipasi masyarakat di Kelurahan masih sangat minim. 

Saat adanya kerja bakti masih ada saja masyarakat yang tidak ikut serta dalam 

kerja dengan alasan yang berbeda-beda.‟‟ (wawancara, senin 31 Mei 2021) 

Setelah melihat hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak 

kelurahan menghimbau masyarakat untuk perpartisipasi dalam pelaksanaan 

Program K3 bahkan pihak kelurahan sendiri juga turut ikut serta dalam 

berpartisipasi, mamun kesadaran dari masyarakat dalam menjaga lingkungan 

masih sangat minim. 
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2. Kesamaan Hak 

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan 

pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. 

Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk 

dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg 

dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang 

absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan 

kewajiban). Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan 

kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam 

kehidupan manusia 

Kesamaan Hak adalah sesuatu yang mutlak yang harus diterima oleh orang 

banyak, jika ada sekelompok orang dimana mereka tidak mendapatkan kesamaan 

haknya maka sekelompok orang itu akan merasa tidak dianggap. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nona Gordon warga RT 005 RW 

002, mengatakan bahwa: 

„„Di lingkungan kelurahan terdapat banyak kos-kosan, dimana setiap harinya 

ada saja anak kos-kosan yang mabuk-mabukan, hingga memutar musik sampai 

tengah malam, masyarakat ingin memperoleh lingkungan yang aman dan 

nyaman, tidak bising atau rawan kejahatan. Pihak kelurahan sendiri belum 

memenuhi hak tersebut nyatanya masih saja ada masyrakat yang dirugikan 

dengan hal tersebut.‟‟ (wawancara, senin 31 Mei 2021) 

Wawancara yang dilakukan dengan warga RT 014 RW 013 Bpk Fredik, 

mengatakan bahwa: 

„„Masyarakat ingin pihak Kelurahan membangun tempat sampah di titik-titik 

lokasi sampah liar, bukan hanya plang larangan saja. Masyarakat berhak 

mendapatkan udara yang sehat dan bersih Karena masih banyak masyrakat yang 

tidak sadar sehingga membuang sampah di sembarangan tempat.‟‟ (wawancara, 

senin 31 Mei 2021) 
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Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Theresia warga RT 014 RW 013, ia 

mengatakan bahwa: 

„„Sampah liar sangat membuat masyarakat tidak nyaman, dan lingkungan 

tidak indah untuk di nikmati, sehingga mereka meminta hak mereka untuk pihak 

kelurahan agar membangun tempat-tempat sampah di lokasi yang terdapat 

banyak sekali sampah-sampah liar.‟‟( Wawancara, Rabu 2 Mei 2021) 

Dilihat dari hasil wawancara yang dikemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat atas tidak 

tercapainya hak yang diinginkan oleh masyarakat sehingga mereka ingin 

pemerintah kelurahan agar memenuhi hak mereka. 

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Kesamaan hak dan kewajiban adalah sesuatu yang mutlak dan harus seimbang 

antara hak dan kewajiban dimana tidak boleh menuntut hak tanpa melakukan 

kewajiban dan tidak boleh terus menyuruh yang lain melakukan kewajibannya 

tanpa diberi haknya. 

Maksud dari menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah 

masyarakat tetap berpegang teguh dalam melakakukan kewajiban dan tetap 

memiliki hak sebagai masyarakat Indonesia. Hak juga merupakan sesuatu yang 

akan didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan kewajiban adalah 

pedoman yang wajib dilaksanakan jika tidak akan menerima sanksi. Dalam 

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara, masyarakat harus 

menciptakan toleransi, jika tidak ada toleransi hubungan dalam bersosialisasi akan 

hancur dan menciptakan konflik sosial (kriminalisasi). Maka dari itu sebagai 

masyarakat harus menciptakan lingkungan hidup yang selaras dan seimbang. Dan 

juga sebagai masyarakat harus menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat, 

maka dari itu masyarakat harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, 

agar terciptanya negara yang makmur. 
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Prof. Dr. Notonegoro, mencetuskan defisini hak dan kewajiban menurutnya 

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya 

diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain 

manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 

Sedangkan Kewajiban adalah sebuah dan merupakan beban untuk memberikan 

sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak 

dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa 

oleh yang berkepentingan. Menurutnya kewajiban adalah sesuatu yang harus 

dilakukan. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara 

seimbang, tidak boleh menuntut hak berlebihan namun kewajiban dijalankan 

setengah-setengah, apalagi melakukan tindak kekerasan atau kejahatan demi 

mendapatkan hak-haknya tersebut. 

Berdasarkan wawancara dengan petugas kelurahan KASIE Pem & Trantip 

Bpk Ayub, beliau mengatakan bahwa: 

„„Yang menjadi kewajiban bagi masyarakat dalam bidang K3 ini cukup 

dengan masyarakat menjaga lingkungan rumah masing-masing agar terlihat 

bersih dan indah dan dihimbau juga untuk membuat pekarangan di halaman 

rumah, serta selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan 

seperti contonhya pada 17 agustus ikut serta membersihkan lingkungan 

kelurahan penfui dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti perlombaan 

yang dibuat oleh kelurahan. Jika ada masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban 

tersebut maka akan diberikan sanksi berupa saat mengurus surat di kelurahan, 

akan memerlukan waktu yang lama.‟‟ (wawancara, Kamis 27 Mei 2021) 

Hal ini dipertegas lagi oleh Bpk Edmundus warga RT 008 RW 004, beliau 

mengatakan bahwa: 

„„Kewajiban dari masyarakat adalah menjaga agar lingkungan tetap bersih, 

indah dan tertip. Bersih dan indah seperti membuat taman kecil di halaman 

depan rumah & halaman bersih dari sampah, dan juga lingkungan yang tertib 

dimana selalu menjaga keamanan lingkungan, dan tidak mengganggu tetangga. 
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Kewajiban dari masyarakat juga harus aktif dalam kegiatan pembersihan 

lingkungan yang di arahkan oleh pemerintah kelurahan, jika tidak maka 

masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban tersebut saat mengurus surat di 

kelurahan maka akan lama untuk mendapatkan pelayanan.‟‟(wawancara, kamis 3 

juni 2021) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kelurahan dan masyarakat 

diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah kelurahan tidak 

menuntut banyak dari masyarakat dalam pelaksanaan program K3 ini, hanya saja 

sebagai masyarakat harus siap menjalankan kewajiban yang diberikan pemerintah 

kelurahan sehingga masyarakat tidak akan diberikan sanksi. 

 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat 

1. Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah suatu kondisi fisik, sifat dan fungsi produk, baik itu 

produk barang atau produk layanan jasa berdasarkan tingkat mutu yang 

disesuaikan dengan durabilitas, reliabilitas, serta mudahnya penggunaan, 

kesesuaian, perbaikan serta komponen lainnya yang dibuat untuk memenuhi 

kepuasan dan juga kebutuhan pelanggan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ruth warga RT 013 RW 011, 

mengatakan bahwa: 

„„Aktivitas dalam Program K3 ini adalah pemerintah menghimbau 

masyarakat untuk ikut serta bekerja bakti bersama, tidak membuang sampah 

sembarangan, dan menjaga ketertiban dilingkungan tempat tinggal. Namun 

nyatanya ada saja masyarakat yang tidak menjalankan apa yang di himbau oleh 

pemerintah kelurahan, dimana saat bekerja bakti masih ada masyarakat yang 

tidak mengambil bagian, dan juga masih banyaknya anak-anak muda yang 

mabuk-mabukkan di depan jalan dan membuat kegaduhan di tempat tinggal 
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lingkungan masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak nyaman.‟‟ 

(wawancara, kamis 3 Juni 2021) 

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bpk Maxi warga RT 013 RW 011, beliau 

mengatakan bahwa: 

„„Adapun program atau aktivitas yang di himbau oleh pemerintah kelurahan 

kepada masyarakat dalam bidang K3 ini adalah dengan membuat pekarangan di 

halaman rumah, bekerja bakti setiap jumat pagi, dan menjaga keamanan 

lingkungan agar tidak meresahkan warga. Program atau aktivitas tersebut 

berjalan dengan baik dan masyarakat mengambil perannya masing-masing dalam 

menjalankan aktivitas yang dihimbau oleh pemerintah kelurahan.‟‟ (wawancara, 

Rabu 2 Mei 2021) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Morgan Pegawai yang bekerja di 

kelurahan, mengatakan bahwa: 

„„Program kerja atau aktivitas dalam bidang K3 tersebut adalah: dalam 

bidang kebersihan, dimana pemerintah kelurahan mengontrol kebersihan di 

sekitaran lingkungan kelurahan. Dalam bidang keindahan, menanam-menanam 

pohon sedangkan dalam bidang ketertiban, pemerintah kelurahan menghimbau 

agar setiap warga selalu hidup rukun dan jangan membuat kegaduhan. Nyatanya 

dalam pelaksanaan program atau aktivitas tersebut pada bidang kebersihan dan 

keindahan sudah sangat baik, namun dalam bidang ketertiban masih banyak 

terdapat di titik-titik lokasi dimana anak-anak muda mabuk-mabukan dan berjudi 

sehingga merisaukan masyarakat yang tinggal di sekitaran lingkungan tersebut.‟‟ 

(wawancara, Jumat 4 juni 2021) 

Penjelasan para responden diatas sesuai dengan hasil pengamatan peneliti 

dilapangan, dimana terlihat jelas bahwa pada titik-titik lokasi tertentu terdapat 

sekumpulan anak-anak muda yang duduk mabuk-mabukan, berjudi, dan 

mengganggu para pejalan kaki maupun kendaraan yang melintas. Selain itu juga 

sangat membuat masyarakat menjadi sangat tidak nyaman dan merasa tidak aman. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat hanya ingin pihak kelurahan dapat menjalankan tugasnya 

dengan menegur ataupun diberikan sanksi kepada anak-anak tersebut agar mereka 

jera dan tidak mabuk-mabukan dan membuat kegaduhan lagi di sekitaran 

lingkungan tempat tinggal masyarakat kelurahan penfui. 

 

2. Biaya dan Kemudahan 

Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan 

suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar 

yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Biaya juga dapat 

diartikan dengan sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, 

baik itu individu maupun perusahaan untuk mendapatkan manfaat lebih dari 

tindakan tersebut. Kemudahan adalah dimana suatu hal yang memperlancar atau 

dalam pelaksanaan nya tidak berbelit-belit. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustina RT 002 RW 011, 

mengatakan bahwa: 

„„Dalam pelaksanaan program K3 ini pemerintah kelurahan tidak memungut 

biaya berupa apapun, beserta pelayanan yang diberikan sangat mudah untuk 

didapatkan oleh masyarakat.‟‟(wawancara, Jumat 4 juni 2021) 

Hal serupa juga dikatakan oleh Bpk. Fridus Patang warga RT 005 RW 002, 

beliau mengatakan bahwa: 

„„pelaksanaan program K3 ini sangat mudah diperoleh masyarakat, karena 

pemerintah kelurahan sendiri juga ikut turut bekerja sama dalam pelaksanaan 

program tersebut serta dalam program ini dari pihak kelurahan tidak memungut 

biaya apapun.‟‟(wawancara, senin 31 mei 2021) 

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Marwiah warga RT 008 RW 004, ia 

mengatakan bahwa: 
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„„Tidak dipungut biaya apapun dalam pelaksanaan program K3 ini, dan 

kegiatan ini sangat mudah untuk diperoleh.” (wawancara, jumat 4 Juni 2021) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, 

warga kelurahan penfui puas atas pelayanan program K3 ini yang mudah untuk di 

dapatkan serta dalam pelaksanaan nya pemerintah kelurahan tidak memungut 

biaya tambahan berupa apapun. 
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    BAB VI 

           PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelaksanaan Program K3 di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang, 

dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Dari asas-asas kepuasan : 

a. Partisipatif : Masyarakat Kelurahan Penfui puas atas kerja sama dan 

dorongan dari pemerintah kelurahan dalam mengajak masyarakat selalu 

berpartisipasi secara aktif guna melaksanakan program K3, sesuai dengan 

teori yang dicetuskan oleh Santoso Sastroputra (2008:40) yang 

menyatakan bahwa “partisipasi adalah keterlibatan secara spontan yang 

disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama”. Walaupun masih saja ada masyarakat 

yang bandel namun hal tersebut tidak membuat pemerintah kelurahan 

berhenti untuk selalu mengajak masyarakat untuk bekerjasama demi 

terciptanya kelurahan penfui yang bersih, indah dan tertib.  

b. Kesamaan Hak : Masyarakat kelurahan penfui tidak puas karena merasa 

bahwa mereka belum mendapatkan hak mereka dalam Program K3 

tersebut, berdasarkan teori McCloskey yang menyatakan bahwa pemberian 

hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Dimana 

masyarakat ingin pemerintah agar menyiapkan tempat-tempat sampah di 

titik-titik lokasi yang berpotensi akan terdapat banyak timbunan sampah 

sehingga dengan adanya tempat sampah tersebut, maka masyarakat akan 

mendapatkan lingkungan yang bersih serta indah. Dan juga masyarakat 

ingin agar pemerintah kelurahan menegur anak-anak yang sering mabok-

mabokkan dijalan dan berjudi agar mereka tidak merasa terganggu dan 

lingkungan disekitar kelurahan akan menjadi aman. 
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c. Keseimbangan hak dan kewajiban : Dalam pelaksanaan program K3 ini 

pemerintah kelurahan tidak menuntut banyak dari masyarakat, Menurut  

teori dari Prof. Dr. Notonegoro, menyatakan bahwa hak adalah kuasa 

untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau 

dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain 

manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 

Pemerintah kelurahan hanya membutuhkan masyarakat agar memenuhi 

hak dan kewajibannya seperti disaat sedang bekerja bakti bersama semua 

masyarakat harus berpartisipasi secara aktif. Ada masyarakat yang belum 

memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga kelurahan penfui namun 

tidak sedikit juga masyarakat yang sudah memenuhi hak dan 

kewajibannya sebagai warga di kelurahan penfui dalam menjaga 

kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kelurahan penfui, 

sesuai dengan teori menurut Prof. Dr. Notonegoro, Kewajiban adalah 

sebuah dan merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya 

dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak 

lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang 

berkepentingan. Menurutnya kewajiban adalah sesuatu yang harus 

dilakukan. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi : 

a. Kualitas produk : Pelaksanaan Program K3 tersebut baik dalam bidang 

kebersihan dan keindahan dan hal tersebut diakui oleh masyarakat 

kelurahan penfui. Namun masyarakat ingin pemerintah kelurahan 

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam bidang ketertiban karena 

dimana disekitaran titik-titik lokasi tertentu ada saja anak-anak muda yang 

duduk berjudi dan mabuk-mabukkan sehingga membuat kegaduhan, 

akibatnya masyarakat sekitar merasa tidak aman dan nyaman. 

b. Biaya dan kemudahan : Masyarakat puas karena dalam pelaksanaan 

program K3 tersebut dari pihak kelurahan tidak memungut biaya dan 
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dalam pelayanannya mudah untuk didapatkan oleh masyarakat kelurahan 

penfui. 

 

B. Saran 

1. Dari Asas-asas kepuasan 

a. Partisipatif : Kerja pemerintah kelurahan dalam mendorong masyarakat 

untuk bekerjasama sudah baik. Diharapkan masyarakat dapat bekerjasama 

agar dalam pelaksanaan program K3 tersebut boleh berjalan dengan baik. 

b. Kesamaan hak : Pemerintah kelurahan harus menyiapkan tempat-tempat 

sampah di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terdapat banyak timbunan 

sampah dan juga pemerintah kelurahan harus memberi sanksi kepada 

anak-anak muda yang membuat kegaduhan dengan mabuk-mabukkan di 

jalan sekitaran lingkungan kelurahan penfui, agar mereka mendapatkan 

efek jera dan tidak mengganggu masyarakat sekitar lingkungan kelurahan 

penfui. 

c. Keseimbangan hak dan kewajiban : Dalam pelaksanaan Program K3 

tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam 

memenuhi hak dan kewajibannya sebagai masyarakat kelurahan penfui. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi : 

a. Kualitas produk : Diharapkan pemerintah kelurahan dapat menegur dan 

memberikan sanksi terhadap anak-anak muda yang membuat kegaduhan 

dengan mabuk-mabukkan dan berjudi disekitaran kelurahan penfui, agar 

masyarakat sekitar dapat merasa aman dan nyaman. 

b. Biaya dan kemudahan : Diharapkan pemerintah kelurahan tetap 

mempertahankan kerjanya dimana dalam pelaksanaan program K3 ini 

tidak dipungut biaya apapun dan dalam pelaksanaannya sangat mudah 

untuk didapatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa puas atas 

kerja pemerintah kelurahan penfui. 
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   Daftar Pertanyaan Penelitian 

      ( Responden Masyarakat ) 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kebersihan, 

Keindahan dan Ketertiban (K3) Di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa 

Kota Kupang. 

Lokasi   : Kantor Lurah Penfui 

I. Nama  : ... 

Umur  : ... 

Pekerjaan  : ... 

Alamat  : ... 

 

II. Asas-asas pelayanan dalam mengukur Kepuasan Masyarakat Menurut 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004. 

1. Partisipatif 

a. Apakah dari Pihak Kelurahan mendorong bpk/ibu untuk berpartisipasi 

aktif dalam pelaksanaan Program K3 ? 

b. Apa saja bentuk dorongan-dorongan tersebut ? 

c. Hasil dari dorongan tersebut apakah bpk/ibu berpartisipasi tinggi/ 

rendah dan/ aktif/ pasif ? 

d. Contoh partisipasi dalam bidang : 

- Kebersihan, apa saja? 

- Keindahan, apa saja? 

- Ketertiban, apa saja? 

2.  Kesamaan hak 

a. Apa yang menjadi hak bpk/ibu dalam Program K3 : 

- Kebersihan, apa saja? 

- Keindahan, apa saja? 

- Ketertiban, apa saja? 

b. Apakah pemerintah kelurahan sudah memenuhi hak-hak tersebut? 
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c. Apa contoh/ bentuk pemenuhan  hak-hak bagi masyarakat tersebut? 

3. Keseimbangan hak & kewajiban 

a. Apa saja kewajiban dari bpk/ibu dalam bidang : 

- Kebersihan? 

- Keindahan? 

- Ketertiban? 

b. Apakah bpk/ibu sudah memenuhi kewajiban tersebut ? 

c. Jika belum atau sudah dilaksanakan, menyebabnya apa? 

 

III. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Masyarakat Menurut Irawan 

(2008: 37) 

1. Kualitas produk 

a. Dalam bidang: 

- Apa saja jenis program atau aktivitas dalam bidang kebersihan? 

- Apa saja jenis program atau aktivitas dalam bidang keindahan? 

- Apa saja jenis program atau aktivitas dalam bidang ketertiban? 

b. Bagaimana jalannya program tersebut atau pelaksanaan program 

tersebut? 

2. Biaya dan kemudahan 

a. Apakah dalam pelaksanaan program K3 ini, pemerintah kelurahan 

memungut biaya dalam bidang: 

- Kebersihan? 

- Keindahan? 

- Ketertiban? 

b. Apa yang diperoleh bpk/ibu saat biaya tersebut di kelola oleh 

pemerintah? 

c. Apakah mudah atau sulit bagi bpk/ibu dalam mendapatkan Program 

K3 ini? 
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       Daftar Pertanyaan Penelitian 

    ( Responden Pegawai Kelurahan ) 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kebersihan, 

Keindahan dan Ketertiban (K3) Di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa 

Kota Kupang. 

Lokasi   : Kantor Lurah Penfui 

I. Nama  : ... 

Umur  : ... 

Pekerjaan  : ... 

Alamat  : ... 

 

II. Asas-asas pelayanan dalam mengukur Kepuasan Masyarakat Menurut 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004. 

1. Partisipatif 

a. Apakah Pihak Kelurahan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi 

aktif dalam pelaksanaan Program K3 ? 

b. Apa saja bentuk dorongan-dorongan tersebut ? 

c. Hasil dari dorongan tersebut apakah masyarakat berpartisipasi tinggi/ 

rendah dan/ aktif/ pasif ? 

d. Contoh partisipasi dalam bidang : 

- Kebersihan, apa saja? 

- Keindahan, apa saja? 

- Ketertiban, apa saja? 

2.  Kesamaan hak 

a. Apa yang menjadi hak masyarakat dalam Program K3 : 

- Kebersihan, apa saja? 

- Keindahan, apa saja? 

- Ketertiban, apa saja? 

b. Apakah dari pihak kelurahan sudah memenuhi hak-hak tersebut? 

c. Apa contoh/ bentuk pemenuhan  hak-hak bagi masyarakat tersebut? 
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3. Keseimbangan hak & kewajiban 

a. Apa saja kewajiban dari masyarakat dalam bidang : 

- Kebersihan? 

- Keindahan? 

- Ketertiban? 

b. Apakah masyarakat sudah memenuhi kewajiban tersebut ? 

c. Jika belum atau sudah dilaksanakan, menyebabnya apa? 

 

III. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Masyarakat Menurut Irawan 

(2008: 37) 

1. Kualitas produk 

a. Dalam bidang: 

- Apa saja jenis program atau aktivitas dalam bidang kebersihan? 

- Apa saja jenis program atau aktivitas dalam bidang keindahan? 

- Apa saja jenis program atau aktivitas dalam bidang ketertiban? 

b. Bagaimana jalannya program tersebut atau pelaksanaan program 

tersebut? 

c. Biaya dan kemudahan 

d. Apakah dalam pelaksanaan program K3 ini, pihak kelurahan 

memungut biaya dalam bidang: 

- Kebersihan? 

- Keindahan? 

- Ketertiban? 

e. Apa yang diperoleh masyarakat saat biaya tersebut di kelola oleh 

pemerintah kelurahan? 

f. Apakah mudah atau sulit bagi masyarakat dalam mendapatkan 

Program K3 ini? 
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